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penelitian ini merupakan studi penjajakan awal terhadap beberapa aspek hukum pemanfaatan zona
ekonomi eksklusif dalam rangka peningkatan pendapatan nelayan Indonesia . pengertian nelayan
mempunyai makna yang bermacam-macam misalnya nelayan penuh, nelayan sambilan, nelayan
besar,nelayan kecil, nelayan tradisional, dan nelayan yang berorientasi pada keuntungan (commecial
fisher) serta nelayan skala besar dicirikan dengan majunya kapasitas teknologi penangkapan ikan
maupun jumlah armadanya (industrial fisher).

Dalam hal pemanfaatan perikanan khususnya di zona ekonomi eksklusif, zona ekonomi eksklusif
indonesia belum begitu dimanfaatkan oleh nelayan Indonesia. Karena ada banyak faktor yang
menyebabkan nelayan belum memanfaatkan zona ekonomi eksklusif diantaranya : keterbatasan kualitas
sumberdaya manusia nelayan; keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan;
kebijakan pembangunan perikanan yang lebih berorientasi pada produktivitas untuk menunjang
pertumbuhan ekonomi nasional, parsial dan tidak memihak nelayan tradisional; sistem pemasaran hasil
perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara;kerusakan ekosistem pesisir dan laut karena
pencemaran dari wilayah darat, praktek penangkapan ikan dengan bahan kimia, perusakan terumbu
karang, dan konversi hutan bakau di kawasan pesisir;

Diperlukan kebijakan yang tepat untuk memaksimalkan pemanfaatan ZEE bagi nelayan indonesia serta
meninjau ulang Kebijakan pemerintah yang dulu diberikan oleh Menteri Pertanian yang kemudian
dilanjutkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dalam membolehkan kapal asing menangkap ikan di
ZEEI perlu dikaji kembali, karena beberapa kelemahan terutama dari data statistik yang digunakan dan
terbatasnya sistem pengawasan.



